PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 35 TAHUN 1960 ( 35/ 1960)

TENTANG
KREDI T DAN LI KW DASI BANK
Presi den Republik I ndonesia

Meni nbang :

a. bahwa dal am rangka nenstabilisir keadaan noneter dewasa i ni
per | u nengadakan ti ndakan-ti ndakan yang nengat ur vol une kredit
yang di beri kan ol eh badan-badan kredit;

b. bahwa dal am hubungan itu perlu nengadakan ti ndakan-ti ndakan
ter hadap badan-badan kredit yang tidak nentaati peraturan-
peraturan dan/atau tidak nenenuhi kewaji ban-kewajiban yang
har us di penuhi ;

C. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang.

Mengi ngat

1. Undang- undang Nonor 11 tahun 1953 (Lenbar an-Negara 1953 Nonor
40), Peraturan Penerintah Nonmor 1 tahun 1955 (Lenbaran-Negara

1955 Nonor1l).

3. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (3) dan (4) Undang-undang
Dasar:

Mendengar

Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan

Menut uskan:
Menet apkan

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Kredit dan
Li kwi di tet Bank.

Pasal 1.

Dengan peraturan yang ditetapkan ol eh Menteri Keuangan semua badan

kredit dapat diwajibkan untuk:

a. nmenbat asi penberian kreditnya hingga jumah-jum ah yang
di t ent ukan;

b. nmenpert ahankan sedi kit-dikitnya bagi an-bagian m ninmum dari
alat-alat |ikw de yang dikuasainya sebagai giro pada Bank
I ndonesi a dan/ at au sebagai kertas-kertas perbendaharaan;

C. mengadakan dasar perbandingan mninum yang tertentu antara
jum ah al at -al at [ikwide yang dikuasainya dan juniah

kewaj i ban- kewaj i ban yang segera dapat ditagih;
d. mengadakan inbangan yang tertentu dalam penberian kredit



nmenur ut sektor-sektor kegiatan ekonom yang ditetapkan
Pasal 2.

(1) Atas pelanggaran penbatasan berdasarkan pasal 1 Peraturan
Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini. Menteri Keuangan dapat
mewaj i bkan badan kredit yang bersangkutan untuk nenbayar bunga
tanbahan kepada Bank Indonesia setinggi-tingginya tiga
perseratus sebulan atas juniah-junmlah pel anpauan yang
di | akukan ol eh badan kredit yang bersangkut an.

(2) Jika pelanggaran ini terulang, maka Menteri Keuangan dapat
nmencabut ijin untuk nelanjutkan usahanya badan kredit yang
ber sangkut an unt uk senent ara waktu atau untuk seterusnya.

Pasal 3.

(1) Menteri Keuangan dapat newajibkan badan kredit yang tidak
nmenmenuhi kewaj i ban- kewaj i ban nenbayar terhadap Penerintah atau
Bank | ndonesi a untuk nel akukan penbayaran tanbahan setinggi-
tinggi nya tiga perseratus sebulan atas jum ah-jum ah kewaji ban
yang harus di penuhi ol ehnya.

(2) Menteri Keuangan dapat newaji bkan perusahaan- perusahaan Negara
yang tidak nenenuhi kewaji ban-kewajiban nereka terhadap Bank-
bank Negara untuk nelakukan penbayaran tanbahan setinggi-
tingginya tiga perseratus sebul an dan jum ah-junm ah kewaji ban
yang harus di penuhi ol ehnya.

Pasal 4.

Pel aksanaan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni
sel anj utnya di tugaskan kepada Bank | ndonesi a.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1960

Presi den Republi k I ndonesi a
ttd
SCEKARNO

D undangkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Agustus 1960.
Menteri Kehaki man,
ttd
SAHARDI O

PENJELASAN
ATAS



PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 1960
TENTANG
KREDI T DAN LI KW D TET BANK.

UMUM

Seperti diketahui salah satu sebab dari pada tekanan inflasi adal ah
penberi an kredit oleh bank-bank. Berhubung dengan itu perlul ah
penberian kredit ini dikuasai, agar dapat dicapai penyesuai an
vol une kredit terhadap jum ah-junmiah yang benar-benar dibutuhkan
guna per kenbangan ekonom secara sehat.

Penguasaan ini perlu dilakukan baik dari sudut kwantitatif naupun
dari sudut kwalitatif, yaitu disanping penetapan jum ah- juni ah
kredit yang dapat diberikan Menteri Keuangan harus ber- wenang pul a
unt uk nenet apkan i nbangan-i nbangan dal am jum ah-junm ah itu di antara
sekt or-sekt or ekonom tertentu.

Lain dari pada itu kewaji ban-kewajiban nenbayar terhadap Penerintah
dan Bank-bank Negara perlu dipenuhi secara tepat, agar uang yang
ti dak diperl ukan dal am penyel enggaraan aktivitet- aktivitet ekonom
yang sehat sel ekas mungkin ditarik kenbali dari peredaran, sehingga
dapat dihindari bahwa uang yang kelebihan itu ("idl e balances")
di gunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak di kehendaki .

PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.

Pasal ini nenberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk nengadakan
penbat asan- penbasan tertentu agar disatu fihak dapat diatur
vol une kredit yang di beri kan ol eh bank-bank, dilain fihak ada
jam nan bagi penegang-penegang giro bahwa uang nereka yang
di si npan di bank adal ah aman.

Pasal 2.

Agar bank- bank menenuhi ket ent uan- ket entuan  yang di adakan
berdasarkan pasal 1 Peraturan ini, mnaka nereka diharuskan
nmenbayar bunga tanbahan, jika nereka |alai dalam nenjal ankan
ket entuan- ketenuan itu, dan bahkan idzin untuk nelanjutkan
usahanya dapat dicabut untuk senmentara waktu atau untuk
set erusnya.

Pasal 3.

Kewaj i ban nenbayar serupa diwajibkan pula kepada bank-bank dan
per usahaan- perusahaan Negara yang tidak nenmenuhi kewaji ban
yang harus di penuhi ol eh nereka.

Ter masuk Lenbar an- Negara Nonor 95 tahun 1960.

CATATAN
Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960



YANG TELAH D CETAK ULANG
Sumber : LN 1960/ 95; TLN Nonor 2032



